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RINGKASAN

Judul Penelitian disertasi ini adalah : “Kewenangan dan Pertanggungjawaban Wakil
Presiden dalam Sistem pemerintahan Presidensial Indonesia”. Dengan dasar pemikiran bahwa
Wakil Presiden adalah organ negara yang diatur dan diakui dalam Undang -Undang Dasar Negara
Replik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945 ) yang bertugas membantu presiden dalam
menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
“Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”.

UUD NRI Tahun 1945 tidak menjelaskan lebih jauh ruang lingkup kewenangan Wakil
Presiden sebagai Pembantu Presiden. Selain tidak adanya kejelasan mengenai kewenangan Wakil
Presiden secara atribusi, pendelegasian, dan mandat, juga tidak ada kejelasan mengenai bentuk dan
implikasi hukum dari pertanggungjawaban Wakil Presiden.

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, dirumuskan dua permasalahan pokok disertasi
sebagai berikut : (1) Bagaimana kewenangan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan
presidensial di Indonesia? (2) Bagaimana pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam sistem
pemerintahan presidensial di Indonesia?

Beberapa teori hukum yang dipakai sebagai pisau analisis yang relevan dengan rumusan
masalah yang hendak dibahas meliputi : Teori Negara Hukum, Teori Kewenangan, Teori
Pertanggungjawaban, Teori Sistem Pemerintahan Negara dan Teori Jabatan Negara .

Penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum, suatu proses unfuk mencmukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang
sedang dihadapi. Dari Penelitian hukum ini diharapkan menghasilkan konsep hukum baru atau
argumentasi hukum baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah terkait dengan isu
hukum yang dihadapi yaitu : kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Sistem
Pemerintahan Presidensial di Indonesia.

Dari analisis rumusan masalah pertama, tidak adanya kewenangan secara rinci wakil
Presiden dalam menjalankan tugas membantu Presiden menjalankan kewajibannya, dalam
perspektif teori negara hukum, kurang memenuhi prinsip negara hukum, yaitu asas pemerintahan
berdasarkan Undang Undang (wetmatigheid van het bestuur) dan asas kepastian hukum (legal
certainty). Selanjutnya dalam perspektif teori kewenangan dan teori organ negara diperoleh hasil
sebagai berikut : Sebagai organ negara, jabatan Wakil Presiden secara konstitusional diakui dalam
UUD 1945. Wakil Presiden sehagai organ negara seharusnya dapat berkedudukan sebagai subyek
hukum mandiri, dengan lingkup tugas sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya
seharusnya diberikan tugas dan wewenang secara mandiri pula. Dalam perspektif teori
kewenangan, seharusnya Wak | Presiden sebagai organ negara mempunyai kewenangan secara
atribusi yang diberikan oleh 1JUD 1945, Kewenangan dimaksud meliputi kewenangan Wakil
Presiden dalam membantu nenjalankan kewajiban Presiden sebagai kepala negara dan
kewenangan Wakil Presiden dalam membantu menjalankan tugas Presiden scbagai kepala
pemerintahan. Patut disayangkan, Jabatan Wakil Presiden yang secara konstitusional diakui oleh
konstitusi, namun hanya bersifat pasif menunggu pelimpahan kewenangan atau mandat dari
Presiden, hanya berfungsi seperti “ban serep”, yang akan menggantikan Presiden jika berhalangan
(sementara atau tetap), sementara tidak sedikit uang negara yang dikeluarkan dalam membiayai
operasional jabatan Wakil Presiden’. Adalah rasional dan patut jika terdapat adanya pemberian
kewenangan secara atribusi dalam UUD 1945 atau sekurang-kurang dalam suatu Undang Undang
tersendiri, misalkan Undang Undang Lembaga Kepresidenan, dengan harapan dapat mempercepat
tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Dalam
Perspektif teori sistem pemerintahan, Presiden sebagai kepala pemerintahan sckaligus kepala
negara. Maka sebagai usulan, dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, Wakil Presiden
berwenang membantu Presiden : (a) memimpin melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari: (b)
menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan prioritas kegiatan pemerintahan, (¢) memantau,
dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari yang dilaksanakan oleh para menteri,
yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada presiden. (d) memberikan pertimbangan
kepada Presiden apabila hendak dilakukan reshuflle kabinet; (¢) melakukan monitoring dan
evaluasi kebijakan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman dacrah berdasarkan asas keadilan dan kesclarasan
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sesuai Pasal 18 A UUD NRI TAHUN 1945, (f) Wakil Presiden melaksanakan tugas dan
kewenangan pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Presiden. Sedangkan dalam membantu
daw‘_atau m.cwakili tugas Presiden di bidang kenegaraan (Presiden sebagai Kepala Negara), Wakil
Presiden diberikan wewenang berkaitan dengan tugas Presiden sebagai kepala negara antara lain
memberikan saran dan pertimbangan dalam hal : pengangkatan dan pemberhentian Kapolri:
membuat pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain:
pernyataan negara dalam keadaan bahaya; pengangkatan dan penerimaan Duta Besar; serta
pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

Dari analisis terhadap rumusan masalah kedua dalam perspektif teori pertan ggungjawaban
diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, Pertanggungjawaban secara politik. Pertanggungjawaban
Wakil Presiden secara politik sama dengan Pertanggungjawaban Presiden bersifat kolektif kolegial
sesuai asas concentration of power and responsibility upon the President dan dalam konteks teori
sistem pemerintahan presidensial adalah bertanggungjawab kepada rakyat. Tentu akan lebih
konkret jika pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden melalui progress report di hadapan
Sidang Tahunan MPR dengan menggunakan tolok ukur pertanggungjawaban berupa GBHN.
Karena jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial, bersifat dwi
tunggal, dua organ menjadi satu lembaga, maka pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam
konteks politik adalah satu paket dengan Pertanggungjawaban Presiden. Mengingat Sidang
Tahunan MPR tersebut merupakan forum penyampaikan progress reporl atau laporan
perkembangan kinerja Presiden, dan secara politik tidak berimplikasi pada pertanggungjawaban
ditolak atau diterima, tetapi lebih diberikan catatan-catatan penting guna akselerasi atau percepatan
program kinerja presiden untuk tahun yang akan datang. Tentu karena sifatnya laporan
perkembangan kinerja Presiden (progress report), maka tidak berimplikasi secara politik untuk
dijatuhkan sanksi kepada Presiden dan Wakil Presiden, yaitu tidak dapat mencalonkan kembali
pemilihan presiden dan wakil presiden pada periode berikutnya. Kedua. pertanggungjawaban
secara yuridis terhadap Wakil Presiden sebagaimana diatur mengenai dalam Pasal 7A UUD 1945
terjadi jika Wakil Presiden adalah melakukan pelanggaran hukum meliputi enam hal yaitu : (1)
pengkhianatan terhadap negara, (2) korupsi, (3) penyuapan, (4) tindak pidana berat lainnya, atau
(5) perbuatan tercela maupun apabila (6) terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden. Adapun prosedur sampai Wakil Presiden diberhentikan menurut
ketentuan Pasal 7B adalah sebagai berikut : DPR mengajukan Pendapat kepada MK bahwa
Presiden melakukan pelanggaian hukum, kemudian MK memeriksa kebenaran Pendapat DPR
tersebut secara yuridis dan hasil pemeriksaan tersebut dikembalikan kepada DPR, sclanjutnya DPR
mengajukan kepada MPR uatuk menyelenggarakan Sidang Paripurna guna memutuskan
memberhentikan Wakil Presidrn dalam masa jabatan atau tetap dalam masa jabatannya. Apabila
Pertanggungjawaban Presiden i dalam forum sidang tahunan MPR dalam k0ntek§ menyampaikan
progress report Kinerja Presiden (cq Wakil Presiden) merupakan pertanggung]awaban jabatan
(official responsibility), yaitu jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Maka dalam konteks
Pemberhentian Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 merupakan
pertanggungjawahan bersifat pribadi (personal _respans:’bﬂ!y}. Mengingat aiasan-a_liasan
pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal_ 7A lebih merupalfan Pelanggaran hukum_ pidana.
Dalam perspektif negara hukum dan teori jabatan negara, setiap jabatan negara selgm harus
mempunyai kedudukan, tugas dan kewenangan yang jelas, juga harus mempertanggungjawabkan
setiap kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan asas : “geen bevoegdheid zonder
verantwoordelijkheid atau there is no no authority without responsibility”(tiada kewenangan tanpa
pertanggungjawaban). i _ o

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut: (1)
Tugas Wakil Presiden sebelum perubahan UUD NRI TAHUN 1945 diatur dalam Pasal 4 ayat (2)
UUD NRI TAHUN 1945: “Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh sat orang

rakil presiden”. Namun setelah Perubahan UUD NRI TAHUN 1945, Pasal 4 ayat (2) tersebut
tidak mengalami perubahan, meskipun secara prinsipil Indonesia telah menegaskan dianutnya
<istern nemerintahan Presidensial, dengan dilakukannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
leh rakyat dalam satu pasangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD

rdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUD NRI TAHUN 1945 mengenai
membantu Presiden dalam menjalankan kewajiban Presiden adalah
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jelas, akan tetapi apa rincian dari kewenangan Wakil Presiden dalam rangka menjalan menjalankan
tugas membantu Presiden menjalankan kewajibannya, secara konstitusional terdapat kekosongan
norma hukum (legal norm vacuum). Dengan tidak ada kejelasan dan penjclasan secara
konstitusional maksud dan ruang lingkup dari kewenangan Wakil presiden Indonesia baik sebelum
maupun setelah perubahan UUD NRI TAHUN 1945, hal tersebut tidak sesuai dengan teon negara
hukum, teori kewenangan dan teori jabatan negara yang mensyaratkan adanya kejelasan
kedudukan, tugas dan wewenang organ negara. Hal ini secara filosofis dipandang tidak adil
apabila kemudian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak ada pemberian kewenangan
yang proporsional antara Presiden dan Wakil Presiden terpilih. (2) Pertanggungjawaban Wakil
Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD
NRI TAHUN 1945 dan peraturan perundang -undangan tidak diatur, sehingga tidak ada kejelasan
secara konstitusional mengenai bentuk, mekanisme maupun implikasi dari pertanggungjawaban
Wakil Presiden, sekalipun Indonesia dalam perubahan UUD NRI TAHUN 1945 menegaskan
dianutnya sistem pemerintahan Presiden. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum : “Di dalam
setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu mensyaratkan
pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan™("geen bevoegiheid  zonder
verantwoordelijkheid atau there is no authority without responsibility™). Pertanggungjawaban
Wakil Presiden dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertanggunggjawaban politik dan
pertanggungjawaban yuridis. Pertanggungjawaban secara politik merupakan konsckuensi logis
diakutnya sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden dan Wakil Presiden
bertanggungjawab dalam satu paket berdasarkan asas concentration of power and responsibiliry
upon the President melalui progress report di hadapan Sidang Tahunan MPR dengan
menggunakan tolok ukur pertanggungjawaban berupa Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Pertanggungjawaban yuridis Wakil Presiden merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip
negara hukum demokratis, accountability to the law (tanggungjawab sesuai dengan hukum)
melalui mekanisme impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI TAHUN
1945, berimplikasi Wakil Presiden dapat diperhentikan dalam masa jabatannya (removal from
office). Selanjutnya diajukan saran atau rekomendasi sebagai berikut : (1) Dalam konteks sistem
pemerintahan Presidensial, d mana Presiden dan Wakil Presiden, memiliki kedudukan yang
penting dan kuat, karena dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, seharusnya
terdapat pemberian wewenany: antara Presiden dan Wakil Presiden secara proporsional, baik di
dalam membantu dan/atau mewakili Presiden dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara
(head of state) maupun sebazai kepala pemerintahan (head of government), guna percepatan
tercapainya tujuan negara sedagaimana termaktub pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI
TAHUN 1945. Disarankan }epada DPR dan Presiden untuk menerbitkan Undang Undang
Lembaga Kepresidenan, sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUD NRI
TAHUN 1945, yang di dalamn ya antara lain, memuat antara pemberian kewenangan kepada Wakil
Presiden secara atributif, dan adanya pelimpahan kewenangan secara delegatif maupun mandat
kepada Wakil Presiden dalam -angka memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.
(2) Setiap jabatan negara sebagai subyek hukum publik, seharusnya memiliki kewenangan yang
jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk jabatan Wakil Presiden.
Dengan memiliki tugas dan kewenangan yang jelas, baik secara atributif, delegatif maupun
mandat, maka akan memperjelas pertanggungjawaban Wakil Presiden baik secara politik maupun
yuridis. Pertanggungjawaban secara politik Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket
berdasarkan asas concentration of power and responsibility upon the President melalui progress
report di hadapan Sidang Tahunan MPR dengan menggunakan tolok ukur pertang gungjawaban
berupa Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pertanggungjawaban yuridis Wakil Presiden
akibat pelanggaran konstitusi diajukan melalui mekanisme impeachment sebagaimana diatur
dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI TAHUN 1945, berimplikasi Wakil Presi den dapat diperhentikan
dalam masa jabatannya (removal from office). Oleh karena itu dalam UU Lembaga Kepresidenan
yang diusulkan, disarankan memuat ketentuan tentang pertanggungjawaban Wakil Presiden baik
secara politik maupun secara yuridis, terutama pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang
yang diperoleh secara atributif, delegatif maupun kewenangan mandat dari Presiden.



ABSTRACT

The title of this dissertation research is : “The Authority and Responsibility of The

Vice President In The Presidential Government System In Indonesia”. With the premise that

the Vice President is a state organ regulated and recognized in the 1945 Constitution

(constitutional position) which has the task of assisting the president in carrying out his

. obligations as referred to in Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution: "The Vice
- President as Assistant to the President in carrying out the obligations of the President”.

It's just that the 1945 Constitution does not further explain the scope of obligations or
authorities of the Vice President as assistant to the President. The 1945 Constitution does not
regulate the division of authority between the President and Vice President of Indonesia. In
addition to the absence of clarity on the authority of the Vice President in terms of attribution,

delegation and mandate, there is also no clarity regarding the form and legal implications of
" {he Vice President's responsibilities. Based on these thoughts, two problem formulations are
proposed as follows: (1). What is the authority of the Vice President in the presidentia
‘government system in Indonesia?(2)What is the responsibility of the Vice President in the
- presidential government system in Indonesia?
e This legal research is a process to find legal rules, legal p
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